SALINAN

WALIKOTA TARAKAN

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA TARAKAN,

Menimbang :a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah maka dipandang perlu untuk penyesuaian kembali
jenis retribusi daerah terutama mengenai Retribusi Jasa
Usaha;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota
Tarakan tentang Retribusi Jasa Usaha.

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1997 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan
(Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685 );

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4849);

4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan
dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5015);



10.

11.

12.

13.

14.
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Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5025);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5078);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4585);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang
Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5070);

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa, Taman
Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata Alam.
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5116);

Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan
Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 11 Seri C-01) sebagaimana
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan



Nomor 26 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama
Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1999
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2001 Nomor 26 Seri D-09);

17. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 6 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan
Pemerintah Kota Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2008 Nomor 06 Seri D-01);

18. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2008
Nomor 08 Seri D- 03) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 09 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota
Tarakan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2010
Nomor 9);

19. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 3 Tahun 2010
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
( Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 2009 Nomor 3 ).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TARAKAN

dan

WALIKOTA TARAKAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI JASA
USAHA.

BAB I

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kota Tarakan.

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan
oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut
asas otonomi dan Tugas Pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD,
adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Daerah.

Perangkat daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari sekretariat
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daerah, sekretariat DPRD, dinas daerah, lembaga teknis daerah,
kecamatan, dan kelurahan.

Walikota adalah Walikota Tarakan.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan
Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang
khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk
kepentingan orang pribadi atau Badan.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer,
perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha
milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma,
kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan,
organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya,
lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif
dan bentuk usaha tetap.

Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan
yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang
dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan
menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula
disediakan oleh sektor swasta.

Objek Retribusi Jasa Usaha adalah pelayanan yang disediakan oleh
Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip komersial yang meliputi :

Pelayanan dengan menggunakan/memanfaatkan kekayaan Daerah yang
belum dimanfaatkan secara optimal; dan/atau

Pelayanan oleh Pemerintah Daerah sepanjang belum disediakan secara
memadai oleh pihak swasta.

Subjek Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menggunakan / menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.

Wajib Retribusi Jasa Usaha adalah orang pribadi atau Badan yang
menurut  ketentuan = peraturan = perundang-undangan = Retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk
pemungut atau pemotong Retribusi Jasa Usaha.

Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan
batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan
perizinan tertentu dari Pemerintah Kota Tarakan yang bersangkutan.

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah, selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pemakaian kekayaan Daerah.

Kekayaan Daerah adalah kekayaan yang dimiliki oleh Pemerintah Kota
Tarakan yang meliputi tanah, rumah dinas, gedung untuk pesta atau
resepsi, fasilitas perlengkapan gedung, kendaraan alat-alat berat,
kendaraan angkutan dan pemakaian laboratorium.

Tanah adalah tanah yang dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Gedung adalah keseluruan bangunan termasuk halaman yang
disediakan dan dikuasai oleh Pemerintah Kota Tarakan.
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Kendaraan Alat-alat berat adalah semua kendaraan alat-alat berat yang
dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Kendaraan Angkutan adalah kendaraan angkutan baik untuk
penumpang maupun barang yang disediakan dan dikuasai oleh
Pemerintah Kota Tarakan.

Retribusi tempat khusus parkir adalah pelayanan tempat parkir yang
disediakan, dimiliki, dan atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Saluran adalah utilitas instansi Pemerintah atau swasta yang dipasang
sepanjang jalan yang pemeliharaannya menjadi beban Pemerintah Kota
Tarakan.

Rumah Dinas adalah rumah dinas yang disediakan dan dikuasai oleh
Pemerintah Kota Tarakan.

Laboratorium adalah saran dan prasarana untuk pengujian atau
pemeriksaan material bahan bangunan dan lainnya yang sejenis yang
disediakan dan dimiliki oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Retribusi Tempat Pelelangan, yang selanjutnya disebut retribusi adalah
penyediaan tempat pelelangan yang secara khusus disediakan oleh
Pemerintah Kota Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, ternak,
hasil bumi, dan hasil hutan termasuk jasa pelelangan serta fasilitas
lainnya yang disediakan di tempat pelelangan.

Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari
siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

Pelelangan adalah penjualan di hadapan umum dengan cara penawaran
bertingkat.

Tempat Pelelangan adalah tempat yang disediakan Pemerintah Kota
Tarakan untuk menyelenggarakan pelelangan.

Retribusi Terminal, selanjutnya disebut retribusi adalah pelayanan
penyediaan tempat parkir untuk kendaraan penumpang dan bis umum,
tempat kegiatan usaha, dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal,
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota
Tarakan.

Retribusi Rumah Potong Hewan selanjutnya disebut Retribusi adalah
pembayaran atas pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan
sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Pelabuhan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan/atau perairan
dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan
kegiatan pengusahaan yang dipergunakan sebagai tempat kapal
bersandar, naik turun penumpang, dan/atau bongkar muat barang,
berupa terminal dan tempat berlabuh kapal yang dilengkapi dengan
fasilitas keselamatan dan keamanan pelayaran dan kegiatan penunjang
pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra-dan antarmoda
transportasi.

Kepelabuhanan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan
pelaksanaan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan,
dan ketertiban arus lalu lintas kapal, penumpang dan/atau barang,
keselamatan dan keamanan berlayar, tempat perpindahan intra-
dan/atau antarmoda serta mendorong perekonomian nasional dan
daerah dengan tetap memperhatikan tata ruang wilayah.
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Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan jasa Kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga selanjutnya disebut Retribusi
adalah pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan
olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Kota Tarakan.

Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata
alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang
terkait dengan wisata alam.

Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah yang selanjutnya disebut
Retribusi atas penjualan produksi usaha Pemerintah Kota Tarakan.

Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan
cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh
Walikota.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD,
adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah
pokok retribusi yang terutang.

Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya
disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan
jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi
lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak
terutang.

Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD,
adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang
terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi
serta pengawasan penyetorannya.

Insentif Pemungutan yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan
penghasilan yang diberikan sebagai oenghargaan atas kinerja tertentu
dalam melaksanakan pungutan retribusi.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk
tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian
tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta
mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak
pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan
tersangkanya.

BAB II
JENIS RETRIBUSI JASA USAHA



Pasal 2

Jenis Retribusi Daerah yang digolongkan Retribusi Jasa Usaha dalam
Peraturan Daerah ini adalah :

a.

o

TR ot oo a0

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal;

Retribusi Tempat Khusus Parkir;
Retribusi Rumah Potong Hewan;
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;

Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan

. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

BAB III
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 3

Dengan nama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemakaian kekayaan daerah.

Objek Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pemakaian
kekayaan Daerah dalam jangka waktu tertentu yang meliputi :

a. Pemakaian tanah;

b. Pemakaian bangunan dan/atau gedung;
c. Pemakaian rumah dinas;

d. Pemakaian kendaraan alat-alat berat;

e. Pemakaian laboratorium;

f. Pemakaian kendaraan angkutan.

Dikecualikan dari pengertian pemakaian kekayaan Daerah sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b adalah :

a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut.

b. pemakaian bangunan dan/atau gedung oleh instansi Pemerintah di
dan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Subjek retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau
badan yang memakai / memanfaatkan kekayaan daerah.

Wajib retribusi pemakaian kekayaan daerah adalah orang pribadi atau
badan yang memakai / memanfaatkan kekayaan daerah.

Bagian Kedua

Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa



Pasal 5

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan volume serta jangka
waktu pemakaian kekayaan daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 6

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada
Pasal 3 ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

(2) Tarif Pemakaian Laboratorium Pemeriksaan Mutu Hasil Perikanan
ditetapkan rumus 1/1000 (Satu promil) x rata-rata harga produk
(Harga FOB ) x Jumlah Komoditi (KG) x Kurs Dollar x Prosentase
Biaya Pengujian.

(3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dipungut di Wilayah Daerah pemakaian kekayaan daerah.

BAB IV
Retribusi Tempat Pelelangan
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 7

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Pelelangan dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan tempat pelelangan.

(2) Objek Retribusi Tempat Pelelangan adalah penyediaan tempat
pelelangan yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Kota
Tarakan untuk melakukan pelelangan ikan, jasa pelelangan serta
fasilitas lainnya yang disediakan ditempat pelelangan.

(3) Termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
tempat yang dikontrak oleh Pemerintah Kota Tarakan kepada pihak lain
untuk dijadikan sebagai tempat pelelangan.

(4) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah tempat pelelangan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola
oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 8

(1) Subjek Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan
yang memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan.

(2) Wajib Retribusi Tempat Pelelangan adalah orang pribadi atau badan yang
memperoleh pelayanan penyediaan tempat pelelangan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 9

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan pada penggunaan fasilitas
yang disediakan di tempat pelelangan dan nilai transaksi jual beli.



Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 10

(1) Struktur dan besarnya Tarif Retribusi Tempat Pelelangan sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini

(2) Retribusi pelelangan sebagaimana dimaksud sebagaimana tercantum
dalam Lampiran II sebesar 5 % (lima per seratus) dari harga transaksi
yang dibebankan kepada pihak penjual dengan pembeli dengan rincian
sebagai berikut :

a. Pihak penjual sebesar 2 % ( dua per seratus);
b. Pihak pembeli sebesar 3% (tiga per seratus).

(3) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut
di Wilayah Daerah tempat pelelangan.

BAB YV
Retribusi Terminal
Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 11

(1) Dengan nama Retribusi Terminal dipungut retribusi sebagai
pembayaran atas penyediaan tempat parkir untuk kendaraan
penumpang dan bus umum, tempat kegiatan usaha, dan fasilitas
lainnya di lingkungan terminal.

(2) Objek Retribusi Terminal adalah pelayanan penyediaan tempat parkir
untuk kendaraan penumpang dan bis umum, tempat kegiatan usaha,
dan fasilitas lainnya di lingkungan terminal, yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah terminal yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh
Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 12

(1) Subjek Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

(2) Wajib Retribusi Terminal adalah orang pribadi atau Badan yang
memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan frekuensi, jenis tempat usaha
dan jangka waktu pemakaian/memanfaatkan fasilitas yang ada di terminal.

Bagian Ketiga



Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 14

(1) Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Terminal sebagaimana tercantum
dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut
di Wilayah Daerah penyelenggaraan terminal.

BAB VI
Retribusi Tempat Khusus Parkir
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 15

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan tempat khusus parkir yang
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat
khusus parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah
Daerah.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh BUMN, BUMD, dan pihak swasta

Pasal 16

(1) Subjek Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau
Badan yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus
parkir yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

(2) Wajib Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah orang pribadi atau Badan
yang yang menggunakan/memanfaatkan fasilitas tempat khusus parkir
yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 17

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu dan jenis
kendaraan yang menggunakan tempat parkir khusus.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 18

(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Khusus Parkir,
sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut
di Wilayah Daerah penyelenggaraan tempat khusus parkir.
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(1)

(2)

BAB VII
Retribusi Rumah Potong Hewan

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 19

Dengan nama Retribusi Rumah Potong Hewan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas jasa penyediaan fasilitas rumah potong hewan.

Objek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pelayanan penyediaan
fasilitas rumah pemotongan hewan ternak dan unggas termasuk
pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah
dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola,pelayanan
pengangkutan daging hewan dan/atau daging unggas dari RPH maupun
RPU ke pasar-pasar atau tempat penjualan oleh Pemerintah Kota
Tarakan.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

Pasal 20

Subjek Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak dan unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan dan unggas sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Wajib Retribusi Rumah Potong Hewan adalah orang pribadi atau Badan
yang memperoleh pelayanan penyediaan fasilitas rumah pemotongan
hewan ternak dan unggas termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan
hewan dan unggas sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah Tarakan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 21

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan fasilitas penyediaan rumah
potong hewan, jenis hewan, jasa pemeriksaan, volume dan/atau sample,
unsur bahan pemeriksaan yang digunakan, dan jangka waktu.

(1)

(2)

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 22

Struktur dan besarnya tarif Retribusi Rumah Potong Hewan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Untuk pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
pemilik hewan wajib menunjukan surat keterangan Kepemilikan
Hewan.
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(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Hewan yang dipotong untuk keperluan hajat dikenakan retribusi
sebesar 60% (enam puluh persen) dari ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1).

Hewan yang dipotong untuk keperluan upacara keagamaan atau adat
tidak dikenakan biaya retribusi.

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut
di Wilayah Daerah tempat pelayanan rumah potong hewan.

Pasal 23

Setiap hewan dan unggas yang akan dipotong harus diperiksa lebih
dahulu kesehatannya oleh Petugas Ahli yang ditunjuk oleh instansi yang
menangani Peternakan dan Tanaman Pangan.

Petugas ahli akan melakukan pemeriksaan terhadap setiap hewan dan
unggas yang akan dipotong setelah pemiliknya menunjukkan Surat
Keterangan Kepemilikan Hewan dan unggas dari Lurah.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), khusus hewan
betina terlebih dahulu harus diperiksa kesuburannya oleh Petugas Ahli.

Pasal 24

Apabila dalam pemeriksaan sebagaimana tersebut pada Pasal 19 ayat
(3), ternyata hewan dan unggas tersebut menderita sakit atau dalam
keadaan bunting, maka Petugas Ahli dapat menyatakan agar hewan
tersebut untuk tidak dipotong.

Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik hewan berhak
mengajukan pemeriksaan ulang kepada Petugas Ahli dan biaya
pemeriksaan ditanggung sendiri oleh pemilik hewan.

Pasal 25

Pemotongan hewan dan unggas dapat dilaksanakan di luar Rumah Potong
Hewan, setelah pemilik dapat memperlihatkan Surat Keterangan Kesehatan
Hewan yang dikeluarkan oleh Instansi yang menangani Peternakan dan
Tanaman Pangan.

(1)

(2)

Pasal 26

Juru Periksa Daging melakukan pemeriksaan daging dan anggota-
anggota badan lainnya dari hewan yang sudah dipotong.

Daging dan anggota-anggota badan lainnya yang dinyatakan baik, diberi
tanda stempel daging, sedangkan yang dinyatakan tidak baik akan
dimusnahkan oleh Juru Periksa.

BAB VIII
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
Bagian Kesatu

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 27
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(1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan.

(2) Objek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pelayanan jasa
kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan
yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota
Tarakan.

(3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah pelayanan jasa Kepelabuhanan yang disediakan, dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

Pasal 28

(1) Subjek Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhan, termasuk fasilitas
lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

(2) Wajib Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah orang pribadi atau
Badan yang memperoleh pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk
fasilitas lainnya di lingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki,
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 29

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jangka waktu pemakaian
tempat tambat kapal, bongkar muat barang dan orang di pelabuhan atau
dermaga.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 30

(1) Struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan
sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut
di Wilayah Daerah tempat pelayanan jasa Kepelabuhanan.

BAB IX
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

Bagian Kesatu
Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 31
(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga dipungut

retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan tempat rekreasi dan
olahraga.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau
dikelola oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
adalah sebagai berikut :

a. Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan,
dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan
pihak swasta.

b. Kegiatan lain yang direkomendasikan oleh Walikota atau istansi
terkait.

Pasal 32

Subjek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Dikecualikan dari pengenaan retribusi masuk tempat rekreasi dan
pariwisata atau Pariwisata Alam, diberikan kepada :

a. Siswa sekolah dari tingkat Sekolah Dasar sampai dengan Sekolah
Lanjutan Tingkat Atas, dengan melampirkan surat pengantar dari
Instansi terkait;

b. Mahasiswa untuk kepentingan penelitian yang dibuktikan dengan
surat penelitian dari Instansi terkait;

Wajib Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah orang pribadi
atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan tempat rekreasi,
pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola
oleh Pemerintah Kota Tarakan.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 33

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan jangka waktu
pemakaian fasilitas yang ada ditempat rekreasi, pariwisata, dan tempat olah

raga.
Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif
Pasal 34
(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

(2)

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Daerah ini.

Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut
di Wilayah Daerah tempat rekreasi dan olah raga diselenggarakan.

BAB X
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah
Bagian Kesatu
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(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Nama, Objek dan Subjek Retribusi
Pasal 35

Dengan nama Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah dipungut
retribusi sebagai pembayaran atas penjualan produksi usaha daerah.

Objek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah penjualan
hasil produksi usaha Pemerintah Daerah.

Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
adalah penjualan produksi oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak
swasta.

Pasal 36

Subjek Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah.

Wajib Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah orang pribadi
atau Badan yang membeli/memanfaatkan hasil produksi usaha daerah.

Bagian Kedua
Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa
Pasal 37

Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jumlah, kualitas dan ukuran
serta jenis hasil produksi usaha daerah.

Bagian Ketiga
Struktur dan Besarnya Tarif

Pasal 38

(1) Struktur dan Besarnya tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah

sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

(2) Retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut di

(1)

(2)

(1)
(2)

Wilayah Daerah tempat penjualan hasil produksi usaha Daerah.

BAB XI
PRINSIP DAN SASARAN PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
Pasal 39

Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Jasa
Usaha didasarkan pada tujuan untuk memperoleh keuntungan yang
layak.

Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
keuntungan yang diperoleh apabila pelayanan jasa usaha tersebut
dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

Pasal 40

Tarif Retribusi dapat ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.

Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan
perekonomian.
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(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

(3)

Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditetapkan dengan Peraturan Walikota

BAB XII
MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG
Pasal 41

Masa retribusi adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan
terhitung sejak ditetapkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan,
kecuali ditetapkan lain oleh Walikota.

Retribusi terutang dalam masa retribusi pada saat ditetapkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

BAB XIII
PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu
Tata Cara Pemungutan
Pasal 42

Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.

Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disetor
ke Kas Umum Daerah dalam waktu 2 x 24 jam, kecuali daerah yang
karena kondisi geografisnya sulit dijangkau dengan komunikasi dan
transportasi, penyetoran seluruh pemungutan ke rekening kas umum
daerah selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender.

Bagian Kedua
Tata Cara Pembayaran
Pasal 43

Pembayaran retribusi yang terutang harus dibayar dengan secara tunai
dan lunas.

Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan di
Kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk berdasarkan SKRD atau
dokumen lain yang dipersamakan.

Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak
diterbitkankanya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Bagian Ketiga
Sanksi Adminstrasi
Pasal 44

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya
atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga
sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari jumlah retribusi yang terutang
yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
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(1)
(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)

(2)

(3)

Bagian Keempat
Tata Cara Penagihan
Pasal 45

Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan
dengan menggunakan STRD.

Penagihan Retribusi terutang didahului dengan Surat Teguran
/Peringatan/Surat lain yang sejenis.

Pengeluaran Surat Teguran/Peringatan/Surat lain yang sejenis sebagai
awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi, dikeluarkan setelah 7
(tujuh) hari sejak jatuh tempo.

Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah Surat Teguran/Peringatan/Surat lain
yang sejenis/Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.

Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikeluarkan oleh
Pejabat yang ditunjuk.

Bagian Kelima
Keberatan
Pasal 46

Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada
Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang
dipersamakan.

Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan
disertai alasan-alasan yang jelas.

Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga)
bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan
bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar
kekuasaannya.

Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan
Wajib Retribusi.

Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan
pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 47

Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal
Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan
yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk
memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan
yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.

Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya
atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang
terutang.
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(4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat
dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan
tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 48

(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya,
kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah
imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12
(dua belas) bulan.

(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak
bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

Bagian Keenam
Pemanfaatan
Pasal 49

Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan
untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan
pelayanan.

BAB XIV
TATA CARA PEMBERIAN
KERINGANAN, PENGURANGAN, DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI
Pasal 50

(1) Walikota dapat memberikan keringanan, pengurangan, dan pembebasan
retribusi.

(2) Pengurangan dan keringanan sebagaimana dimaksud ayat (1) diberikan
dengan melihat kemampuan Wajib Retribusi.

(3) Pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) hanya dapat
diberikan dengan melihat fungsi objek Retribusi.

(4) Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan
retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan
Walikota.

BAB XV
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 51

(1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat
mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.

(2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak
diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan,
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(4)

()

(6)

(1)

(2)

(3)

(4)

(S)

(1)
(2)

(3)

permohonan pengembalian pembayaran retribusi dianggap dikabulkan
dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu)
bulan.

Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan
pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung
diperhitungkan wuntuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi
tersebut.

Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan
sejak diterbitkannya SKRDLB.

Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah
lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan bunga sebesar 2%
(dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan
pembayaran Retribusi.

BAB XVI
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 52

Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya
Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di
bidang Retribusi.

Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh jika :

a. Diterbitkan Surat Teguran; atau

b. Ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung
maupun tidak langsung.

Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya
Surat Teguran tersebut.

Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya
menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya
kepada Pemerintah Kota Tarakan.

Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan
keberatan oleh Wajib Retribusi.

Pasal 53

Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.

Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang
sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa
diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVII
PEMERIKSAAN
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(1)

(2)

(1)
(2)

(3)

(1)

(2)

Pasal 54

Walikota berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan
pemenuhan kewajiban retribusi dalam rangka melaksanakan peraturan
perundang-undangan retribusi daerah.

Wajib Retribusi yang diperiksa wajib:

a. Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan,
dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang
berhubungan dengan objek retribusi yang terutang;

b. Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan
yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran
pemeriksaan; dan/atau

c. Memberikan keterangan yang diperlukan.

BAB XVIII
INSENTIF PEMUNGUTAN
Pasal 55

Instansi yang melaksanakan pemungutan retribusi dapat diberi insentif
atas dasar pencapaian kinerja tertentu.

Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

BAB XIX
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 56

Selain Penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat
Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota dapat
diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap
pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini

Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. Menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau
laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah
agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan
jelas;

b. Meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang
pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan
sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

d. Memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
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(3)

(1)

(2)

(3)

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan
memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang
Retribusi Daerah;

i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

j- Menghentikan penyidikan; dan/atau

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada
Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik
Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang
Hukum Acara Pidana.

BAB XX
KETENTUAN PIDANA
Pasal 57

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah dipidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi
terutang yang tidak atau kurang dibayar.

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
pelanggaran.

Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan
negara.

BAB XXI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 58

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Retribusi sebagaimana dimaksud
dalam pasal 2 yang masih terutang berdasarkan Peraturan Daerah Kota
Tarakan tentang Retribusi Daerah sebelumnya, masih dapat ditagih selama
jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutang.

BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 59

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

1.

Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998 tentang
Retribusi Tempat Khusus Parkir (Lembaran Daerah Kota Tarakan
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Tahun 1998 Nomor 02 Seri B) sebagaimana diubah dengan Peraturan
Daerah Kota Tarakan Nomor 05 Tahun 2003 tentang Perubahan
Atas Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 10 Tahun 1998
Tentang Retribusi Tempat Khusus Parkir Terminal (Lembaran Daerah
Kota Tarakan Tahun 2003 Nomor 05 Seri C-02) ;

2. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 12 Tahun 1998 Tentang
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 1998 Nomor 4 Seri B);

3. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 17 Tahun 1998 Tentang
Retribusi Rumah Potong Hewan (Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun
1998 Nomor 9 Seri B);

4. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 12
Tahun 1999 tentang Retribusi Terminal (Lembaran Daerah Kota
Tarakan Tahun 1998 Nomor 19 Seri B);

5. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13
Tahun 1999 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 1999 Nomor 15 Seri B) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 07 Tahun
2000 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kotamadya
Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 13 Tahun 1999;

6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 19
Tahun 1999 tentang Retribusi Tempat Pendaratan Kapal (Lembaran
Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 10 Seri B);

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tarakan Nomor 07
Tahun 2001 Tentang Retribusi Pembuatan Badan Kapal Angkutan Air
(Lembaran Daerah Kota Tarakan Tahun 1998 Nomor 07 Seri -B 03);

8. Peraturan Daerah Kota Tarakan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi
Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga Khusus Masuk Kawasan
Konservasi Mangrove Dan Bekantan (Lembaran Daerah Kota Tarakan
Tahun 2010 Nomor 8);
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 60

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap
orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini
dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tarakan.

Ditetapkan di Tarakan
pada tanggal 19 Januari 2012
WALIKOTA TARAKAN,
ttd
H.UDIN HIANGGIO

Diundangkan di Tarakan

pada tanggal 19 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KOTA TARAKAN,
ttd

H.BADRUN
LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN TAHUN 2012 NOMOR 2

Salinan Sesuai Aslinya,
Kepala Bagian Hukum Kota Tarakan

Mohammad Haris
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L.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN
NOMOR 2 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI JASA USAHA
UMUM

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai sumber
pendapatan daerah yang potensi, guna membiayai pelaksanaan
penyelenggaraan pemerintahan daerah. Retribusi Daerah tersebut
sebagai pembayaran atas jasa tertentu. Sebagaimana diketahui bahwa
Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Kota Tarakan
dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat
pula disediakan oleh sektor swasta. Namun demikian kebijakan retribusi
daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan
keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan
memperhatikan potensi yang ada di daerah.

Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada
masyarakat dan kemandirian daerah, khususnya dalam menunjang
kelancaran  penyelenggaraan  pemerintahan, pembangunan dan
pembinaan kemasyarakatan secara berdayaguna dan berhasilguna, perlu
adanya kontribusi dan partisipasi masyarakat melalui pembayaran
retribusi bagi masyarakat atau badan yang memperoleh pelayanan jasa
usaha.

Disamping itu, dalam rangka melaksanakan pembinaan,
pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan tertentu oleh
masyarakat dalam hal pelayanan jasa usaha, perlu adanya dasar hukum
sebagai pedoman dalam pelaksanaannya.

Sehubungan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28
Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai
pengganti Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 34 Tahun 2000, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127, jenis
retribusi jasa usaha menjadi 11 (sebelas) namun sesuai dengan jenis
pelayanan yang ada, Pemerintah Kota Tarakan, hanya memungut 8 jenis
retribusi, yaitu :

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
Retribusi Tempat Pelelangan;

Retribusi Terminal,

Retribusi Tempat Khusus Parkir;

Retribusi Rumah Potong Hewan;

Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan;
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga; dan
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut dan dalam rangka melaksanakan
ketentuan dalam Pasal 149 ayat (3) dan Pasal 156 ayat (1), Undang-
Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, perlu mengatur tentang Retribusi Daerah.

Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan
tersebut diatas, maka Pemerintah Kota memandang perlu segera
menyusun dan membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Jasa
Usaha untuk mengganti perda-perda sebelumnya, yang berpedoman pada

XNONRWN =
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II.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah.

PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Pasal 2

Pasal 3

Pasal 4

Pasal 5

Pasal 6

Pasal 7

Pasal 8

Pasal 9

Pasal 10

Pasal 11

Pasal 12

Pasal 13

Pasal 14

Cukup jelas.
Cukup jelas

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Pemakaian kekayaan Daerah, antara lain,
penyewaan tanah dan bangunan, laboratorium,
ruangan, dan kendaraan bermotor.

Ayat (3)
Penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari
tanah, antara lain, pemancangan tiang
listrik/telepon atau penanaman /pembentangan
kabel listrik /telepon di tepi jalan umum.

Cukup jelas.
Cukup jelas.

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Keterangan :
1. Harga FOB ( Free On Board ) adalah harga produk
udang diatas kapal / pengapalan di pelabuhan laut

2. Satu promil adalah satu per seribu bagian
3. Kurs rupiah mengacu pada Bank Nasional Indonesia

4. Harga rata-rata produk ( harga FOB ) berdasarkan
Invoice dan Packing list

Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Cukup jelas.

Cukup jelas.
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Pasal 15

Cukup jelas.
Pasal 16

Cukup jelas.
Pasal 17

Cukup jelas.
Pasal 18

Cukup jelas.
Pasal 19

Cukup jelas.
Pasal 20

Cukup jelas.
Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22

Cukup jelas.
Pasal 23

Cukup jelas.
Pasal 24

Cukup jelas.
Pasal 25

Cukup jelas.
Pasal 26

Cukup jelas.
Pasal 27

Cukup jelas.
Pasal 28

Cukup jelas.
Pasal 29

Cukup jelas.
Pasal 30

Cukup jelas.
Pasal 31

Cukup jelas.
Pasal 32

Cukup jelas.
Pasal 33

Cukup jelas.
Pasal 34

Cukup jelas.
Pasal 35

Cukup jelas.
Pasal 36

Cukup jelas.
Pasal 37

Cukup jelas.
Pasal 38

Cukup jelas.
Pasal 39

Cukup jelas.
Pasal 40

Ayat (1)

Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)



Dalam hal besarnya tarif retribusi yang telah ditetapkan
dalam Peraturan Daerah perlu disesuaikan karena biaya
penyediaan layanan cukup besar dan/atau besarnya tarif
tidak efektif lagi untuk mengendalikan permintaan
layanan tersebut, Walikota dapat menyesuaikan tarif

retribusi.
Pasal 41
Cukup jelas.
Pasal 42
Cukup jelas.
Pasal 43
Cukup jelas.
Pasal 44
Cukup jelas.
Pasal 45
Cukup jelas.
Pasal 46
Cukup jelas.
Pasal 47
Cukup jelas.
Pasal 48
Cukup jelas.
Pasal 49
Cukup jelas.
Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Ayat (1) Yang dimaksud dengan “instansi yang melaksanakan
pemungutan” adalah dinas/badan/lembaga yang
tugas pokok dan fungsinya melaksanakan
pemungutan Retribusi.
Yang dimaksud dengan “instansi terkait lainnya
adalah dinas/badan/lembaga/bagian yang tugas
pokok dan fungsinya melaksanakan pembinaan dan
pengawasan serta menunjang kelancaran
pelaksanaan maupun evaluasi terhadap Peraturan
Daerah tentang Retribusi Daerah.
Ayat (2) Pemberian besarnya insentif dilakukan melalui
pembahasan yang dilakukan oleh Pemerintah
Daerah dengan alat kelengkapan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah yang membidangi masalah
keuangan pada saat pembahasan APBD.
Ayat (3) Cukup jelas.
Pasal 56

Cukup jelas.
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Pasal 57

Cukup jelas.
Pasal 58

Cukup jelas.
Pasal 59

Cukup jelas.
Pasal 60

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2
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LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN
DAERAH

Struktur dan Besarnya tarif Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah sebagai
berikut :

A . Pemakaian tanah oleh pihak swasta:

No Penggunaan Fasilitas Besarnya Tarif

1 Untuk bangunan permanent Rp.200,-per bulan/m?
2 | Untuk bangunan tidak permanent Rp.100,-per bulan/m?
3 | Untuk keperluan lainnya :

a. Pemasangan papan reklame atau | Rp.1.500,-per hari/m?
panggung reklame

b. Pemakaian warung, depot dan | Rp.2.000,-per hari/m?
bangunan tidak permanen lainnya,
lokasi yang telah ditentukan oleh
Pemerintah Daerah

c. Pemakaian tanah Rp. 750,- per hari /m?
d. Pemakaian terop, Ijin diberikan | Rp. 500,- per hari /m?
paling lama 7 (tujuh) Thari,

Perpanjangan  paling lama 10
( sepuluh ) hari.

B. Pemakaian bangunan dan/atau gedung :

1. Gedung Serba Guna/Lubung, Ruang Tamu Khusus di Bandara
Tarakan , Balai Pertemuan termasuk fasilitas lainnya :

No Penggunaan Fasilitas Besarnya Tarif
1 | Untuk resepsi/pesta atau
peruntukan yang bersifat komersial
oleh perseorangan atau badan

hukum berdasarkan waktu

pemakaian:

a. Pagi hari Rp. 500.000,- per sekali
pakai

b. Malam hari Rp. 750.000,- per sekali
pakai

2 | Untuk pertemuan  kepentingan
umum dan atau sosial berdasarkan
waktu pemakaian :

a. Pagi hari Rp. 300.000,- per sekali
pakai

b. Malam hari Rp. 500.000,- per sekali
pakai

3 | Untuk pertunjukan seni dan

budaya berdasarkan waktu

pemakaian:

a. Pagi hari Rp.500.000,-per sekali
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pakai

b. Malam hari

Rp. 750.000,- per sekali
pakai

dikenakan  biaya
sebesar :

4 | Untuk pemakaian Ruang Tamu
Khusus di Bandara

Tarakan
pemeliharaan

a. 1s/d S orang

Rp. 500.000,- per sekali

pakai

b. 6s/d 10 orang Rp. 1.000.000,- per sekali
pakai

c. 11s/d 15 orang Rp. 2.000.000,- per sekali
pakai

d. Lebih dari 15 orang

tidak diizinkan memasuki
Ruang Tamu
Bandara Tarakan.

Khusus di

2. Bangunan/Kandang Peternakan:

No Jenis Bangunan

Besarnya Tarif

1 | Untuk pemakaian kandang ayam

Rp.13.000 per tahun/m?

2 | Untuk pemakaian kandang Sapi

Rp.50.000,-/ekor/bulan

3 | Untuk pemakaian kandang Kambing

Rp.20.000,-/ekor /bulan

C. Bangunan/Rumah Dinas Pemerintah Daerah :

Jenis Bangunan Besarnya Tarif
No
1 | Permanen tunggal Rp.75.000,- per bulan
2 | Permanen gandeng Rp.50.000,- per bulan
3 | Semi permanen tunggal Rp.50.000,- per bulan
4 | Semi permanen gandeng Rp.25.000,- per bulan

D.Pemakaian Kendaraan Alat-Alat Berat :

BIAYA
No. URAIAN HP | KAP. | Sat. SEWA
ALAT/JAM

1 ASPHALT MIXING PLANT 150 50 | T/Jam 4.820.479,39
2 ASPHALT FINISHER 47 6 | Ton 205.402,33
3 ASPHALT SPRAYER 15| 800 | Liter 69.206,13
4 BULLDOZER 100-150 HP 140 653.372,74
S COMPRESSOR 4000-6500 L\M 80 181.633,07
6 CONCRETE MIXER 0.3-0.6 M3 15| 390 | Liter 55.788,04
7 CRANE 10-15 TON 150 15 | Ton 644.203,34
8 DUMP TRUCK 3-4 M3 132 6 | Ton 299.012,40
9 DUMP TRUCK 170 8 | Ton 429.188,82
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10 EXCAVATOR 80-140 HP 80 0,5 | M3 399.064,54
11 | FLAT BED TRUCK 3-4 M3 100 4| M3 220.845,40
12 GENERATOR SET 175 125 | KVA 367.891,63
13| MOTOR GRADER >100 HP 125 | - 564.760,01
14 TRACK LOADER 75-100 HP 90 1,6 | M3 303.017,87
15 WHEEL LOADER 1.0-1.6 M3 130 1,5 | M3 484.189,25
16 THREE WHEEL ROLLER 6-8 T 55 8 | Ton 155.913,89
17 TANDEM ROLLER 6-8 T. 65 7 | Ton 156.883,07
18 TIRE ROLLER 8-10 T. 90 10 | Ton 329.216,70
19 VIBRATORY ROLLER 5-8 T. 75 7 | Ton 246.020,40
20 CONCRETE VIBRATOR 10 | - 45.931,32
21 STONE CRUSHER 220 50 | T/Jam 662.302,16
22 | WATER PUMP 70-100 mm 6| - 38.374,01
23 WATER TANKER 3000-4500 L. 100 | 4000 | Liter 219.810,01
24 PEDESTRIAN ROLLER 11 0,98 | Ton 69.630,18
25 TAMPER S 0,17 | Ton 36.039,11
26 | JACK HAMMER 3 _ 61.850,45
27 FULVI MIXER 75 - 161.372,57
28 CONCRETE PUMP 100 8| M3 224.551,77
29 TRAILER 20 TON 216 20 | Ton 477.243,49
30 PILE DRIVER + HAMMER 25 2,5 | Ton 163.360,23
31 CRANE ON TRACK 16 TON 160 16 | Ton 474.292,30
32 WELDING SET 40 250 | Amp 91.819,14
33 BORE PILE MACHINE 150 | 2000 | Meter 869.992,18
34 ASPHALT LIQUID MIXER S 1000 | Liter 32.352,04
35 TRAILLER 15 TON 150 15 | Ton 340.791,46
36 COLD MILLING 125 - - 511.533,55
37 ROCK DRILL BREAKER 3 - - 57.891,99
38 EXCAVATOR MINI 45| 0.173 | M3 117.027,49
E. Pemakaian Laboratorium
1. Jasa Laboratorium Pengujian Tanah:
No Jenis pengujian tanah Biaya Pengujian /
Sample

1 | Liquid Limit Test Rp. 49.000,00

2 | Plastic Limit Test Rp. 49.000,00

3 | Shirinkage Limit Test Rp. 79.000,00

4 | Hidrometer Analisis Test Rp. 71.000,00

S | Specific Gravity ( Vacuum Method) Rp. 29.000,00

6 | Laboratory CBR Test Sent Rp. 384.000,00

7 | Unconfied Compression Test Rp. 90.000,00

8 | Consolidations Test Rp. 77.000,00

2. Jasa Laboratorium Pengujian Semen:
No Jenis pengujian semen Biaya Pengujian /
Sample

1 | Compression Manchine Test Rp. 30.000,00

2 | Specific Gravity of Hydrolic Rp. 20.000,00

3 | Cement Tes Time of Setting Vicat needle | Rp. 20.000,00
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Test Compressive Strength cement

4 | Mortar Test Rp. 25.500,00

3. Jasa Laboratorium Pengujian Aspalat:

No Jenis pengujian aspalat Biaya Pengujian /
Sample
1 | Flash on Fire Point Test Rp. 20.500,00
2 | Softening Point Test Rp. 22.500,00
3 | Laboratory Penetration Rp. 15.000,00
4 | Centrifuge Extractor Test Rp. 50.500,00
S | Marshall Test Rp. 50.500,00
4. Jasa Laboratorium Pengujian Lapangan:
No Jenis Pengujian di Biaya Pengujian Keterangan
Lapangan
1 | Hand Bor Rp. 50.500,00 | Permeter
2 | SPT Rp. 275.000,00 | Pertitik
3 | Sondir Rp. 550.000,00 | Pertitik (min 2 titik)
4 | Field CBR Rp. 30.000,00 | Pertitik
S | Sand Cone Rp. 35.000,00 | Pertitik
6 | DCP Rp. 27.500,00 | Pertitik
7 | Conreate Hammer Rp. 27.500,00 | Pertitik
8 | Slump Rp. 25.000,00 | Pertitik
9 | Core Drilling Rp. 70.000,00 | Pertitik (min 3 titik)

5. Pembuatan Job Mix Formula:

No Pembuatan job mix formula Biaya Pengujian /
Sample

1 | Job Mix Formula Aggregat Rp. 450.000,00

2 | Job Mix Formula Beton Rp. 500.000,00

3 | Job Mix Formula Asphalt Rp. 500.000,00

6. Laboratorium Pengujian Mutu

Hasil Perikanan

No. Jenis Produk Prosentase Biaya Pengujian
1. | Lobster, udang segar/beku 100 %
2. |Ikan segar/beku 25 %
3. | Paha kodok segar/beku 50 %
4 | Kerupuk ikan /udang 15 %
S | Ikan Kaleng 20 %
6 | Ubur-ubur asin 20 %
7 | Kepiting, kerang segar/beku 20 %
8 | Rumput laut/agar agar S %
9 |Ikan asin S %
10 | Tepung ikan 50%
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7. Laboratorium Kesehatan Ikan Dan Lingkungan + PCR

NO. JENIS PENGUJIAN (Rp.)
1. | Suhu 5.000,-/ sampel
2. | PH Air 10.000,- / Sampel
3. | PH Tanah 10.000,- / Sampel
4. | Salinitas 10.000,- / Sampel
5. | Oksigen Terlarut 10.000,- / Sampel
6. | Fosfat 30.000,- / Sampel
7. | Nitrit 30.000,- / Sampel
8. | Nitrat 30.000,- / Sampel
9. | Zat Besi 30.000,- / Sampel
10. | Tingkat Kekeruhan Air 5..000,- / Sampel
11. | Alkalinitas 30.000,- / Sampel
12. | Bahan Organik 30.000,- / Sampel
13. | WSSV 300.000,-/Sampel

(4) Penitipan ikan diruang pendinginan (coolroom) milik Pemerintah Kota
yang berada di Pasar dikenakan Retribusi sebesar Rp. 200,-/Kg/hari.

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN II: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN

No Penggunaan Fasilitas Besarnya Retribusi
1 |Ikan S % dari Nilai
Transaksi
WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN IIT : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN

2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TERMINAL
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TERMINAL

A. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Terminal:

Barang

No. Jenis Jenis Kendaraan/Ukuran Besarnya Tarif
Pelayanan Fasilitas (Rp.)

1. | Penyediaan a. | Angkutan Kota 1.000,-/sekali
tempat parkir masuk;
untuk b. | Bus Kecil 1-8 Kursi 1.500,-/sekali
kendaraan masuk;
penumpang c. | Bus antar kota kecil 1- 2.000,-/sekali
dan bus 16 Kursi masuk;
umum d. | Bus antar kota Sedang 2.500,-/sekali

1-23 Kursi masuk;
e. | Bus antar kota Besar 3.000,-/sekali
diatas 24 Kursi masuk;

2. | Penyediaan a. | Pick Up 2.000,-/sekali
Tempat Parkir masuk;
Kendaraan b. | Truk Sedang 2.500,-/sekali
Barang masuk;

c. | Truk Besar (5-14 ton) 3.000,-/sekali
masuk;

d. | Truk Besar diatas 15 4.000,-/sekali
ton masuk;

3. | Pemakaian a. | Kios 5.000,-/bulan/m?;
tempat usaha | b. | Toko 7.500,-/ bulan/m?;

c. | Kantin/Warung 5.000,-/ bulan/m?;
d. | Gudang :
- s/d 3 hari 2.000,-/ hari/ m?
-4 s/d 6 hari 4.000.-/ hari/ m?;
-7 s/d 10 hari 6.000,-/ hari/ m?;
- 11 hari keatas 10.000,-/ hari/ m?

4. | Pemakaian a. | MCK
fasilitas -Buang air kecil 1000,-/ sekali
lainnya masuk;

-buang air besar 2000,-/ sekali
masuk;

Pangkalan Gerobak 1.000,-/ hari;

c. | Tempat Penitipan 1.000,-/ jam.

B. Struktur dan Besarnya Tarif parkir di Kawasan Terminal ditarik secara
Berlangganan ditetapkan sebagai berikut :

kendaraan

Kursi

No. Jenis Jenis Kendaraan / Ukuran Besarnya Tarif
Pelayanan Fasilitas (Rp.)

1. | Penyediaan a. | Angkutan Kota 15.000,-/bulan;

tempat parkir | b. | Bus Kecil 1-8 Kursi 22.500,-/bulan;

untuk c. | Bus antar kota kecil 1-16 30.000,-/bulan;
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penumpang d. | Bus antar kota Sedang 1- 37.500,-/bulan

dan bus 23 Kursi

umum e. | Bus antar kota Besar 45.000,-/bulan;

diatas 24 Kursi

Penyediaan a. | Pick Up 30.000,-

Tempat Parkir /bulan;

Kendaraan b. | Truk Sedang 37.500,-/bulan;

Barang c. | Truk Besar (5-14 ton) 45.000,-/bulan;
d. | Truk Besar diatas 15 ton 60.000,-/bulan;

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN IV : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2
TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

a. Struktur dan besarnya Tarif Parkir Ditempat Khusus Parkir:

No. Jenis Kendaraan Besarnya Tarif (Rp.)
1. | Mobil
a. Truck,Bus dan sejenisnya 3.000,- /sekali parkir.
b. sedan,jeep dan sejenisnya 2.000,-/sekali parkir
c. Truck Gandeng 5.000,-/sekali parkir
2. | Sepeda Motor dan sejenisnya 1.000,- /sekali parkir.
3. | Kendaraan tidak bermotor 500,- /sekali parkir.

b. Pembayaran tarif retribusi dapat dilakukan secara berlangganan dengan

ketentuan sebagai berikut:

No. Jenis Kendaraan Besarnya Tarif (Rp.)
a. | Sepeda Motor 250.000,-/tahun;
b. | Bis, bis mini, Taksi, Mobil dan 540.000,-/tahun;

sejenisnya
c. | Truck 810.000,-/tahun;
d. | Truck Gandengan dan sejenisnya 1.080.000.,-/tahun;

WALIKOTA TARAKAN,
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LAMPIRAN V :

PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2

RETRIBUSI RUMAH PEMOTONGAN HEWAN

TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI RUMAH POTONG HEWAN

Pemakaian . Pemakaian Selaly e
Tt Kandan Pemeriksaan Tempat Pengang1'<u
g empa
No H Penampungan per SEsElaai Pemotongan tan dari
ewan pungan p Hewan /ekor & RPH per
hari/ekor / ekor
ekor
a. | Sapi/Ker 7.000,- 6.000,- 37.000,- 10.000,-
bau
b. | Kambing/ 2.000,- 5.000,- 13.000,- 4.000,-
Domba
c. | Unggas 50,- 100,- 350,- 100,-
d. | Babi 3000,- 5000,- 20.000,- 7.000,-
WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN VI: PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHANAN
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN

KEPELABUHANAN
A PAS MASUK BESARNYA TARIF
1. Orang Rp. 1000,-/sekali masuk
2. Sepeda Motor Roda Dua dan Rp. 2.000,-/sekali masuk
Roda tiga
3.Taksi,sedan, angkutan Kota dan | Rp. 3.000,- /sekali masuk
sejenisnya

4.Mini Bus,Pick up dan sejenisnya | Rp. 4.000,- /sekali masuk

5. Truck, Bus dan truck tangki dan | Rp.  5.000,- /sekali masuk
sejenisnya

6. Truck Gandengan dan Rp. 10.000,- /sekali masuk
sejenisnya

B | JASA TAMBAT KAPAL

1. Ukuran 1-5 GT Rp. 3.000,-/sekali tambat/hari

2. Ukuran 6-10 GT Rp. 5.000,-/sekali tambat/hari

3. Ukuran 11-20 GT Rp. 10.000,-/sekali tambat/ hari

4. Ukuran 21-30 GT Rp. 15.000,-/sekali tambat/ hari

5.Kapal ukuran 30 GT s/d ke atas | Rp. 750,- x panjang kapal x
etmal

C | Pelayanan Dermaga Pelabuhan

- Jasa Dermaga Umum atau Beton

1. Barang dan hewan Rp. 3500/m?2
Jasa Dermaga Gerak Pelabuhan
Penyeberangan

1.Kendaraan gol I (sepeda ) Rp. 5.000,-/unit
2.Kendaraan Gol II (sepeda motor) | Rp. 10.000,- / unit
3.Kendaraan Gol Il (kendaraan Rp. 20.000,- / unit

Roda tiga dan diatas 500 cc)

4.Kendaraan Gol IV Rp. 25.000,- / unit

(Taksi,sedan,mikkrolet,pick
up,angkutan kota dan
sejenisnya)

5.Kendaraan Gol V (Bus,Mini Rp. 55.000,- / unit
bus,Truck,truck tangki dan
sejenisnya)

6.Kendaraan Gol VI (kendaraan Rp. 200.000,- / unit
roda enam,tronton dan sejen
isnya)

7.Kendaraan Gol VII (kendaraan Rp. 250.000,- / unit
alat Berat dan sejenisnya)

D | PENUMPUKAN BARANG DIGUDANG /
TEMPAT PARKIR

1. Hari pertama s/d hari ke tiga Rp. 2.000,- /ton / hari /m?
2. Hari ke empat s/d hari ke enam | Rp. 4.000,- /ton / hari /m?
3. Hari ke tujuh dan seterusnya Rp. 10.000,- /ton / hari /m?
E | PEMAKAIAN FASILITAS MCK Rp. 1.000,- /sekali masuk
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F | Pelayanan Jasa Air Bersih 10% dari Pembayaran/m3/ton
G | Pemakaian Listrik 10% dari pembayaran/kwh
H | PENGGUNAAN FASILITAS

PELABUHAN

1. Sewa asset lahan non urugan Rp. 6.000,- / tahun/ m?

2. Sewa asset bangunan Rp. 48.000,- / tahun/ m?

3. Sewa asset lahan urugan Rp. 180.000,- / tahun/ m?2
4. Sewa asset reservoir Rp. 1.000,- / m3
5. Sewa asset cool room Rp. 5.000.000,- / bln
6 Penggunaan fasilitas crane Rp. 35.000,- / jam

7 Penggunaan fasilitas counteiner Rp. 5.000,- / hari /m?

I | Pemakaian Tempat Usaha

1.Kios/kantin/Warung Rp. 5.000,- /m?/ unit/bln
2.Toko Rp. 10.000,- /m2/ unit/bln
3.Kantor Rp. 20.000,- /m?2/ unit/bln

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN VII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN

2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

A.Pemakaian Tempat Olah Raga :

SARANA
NO PRASARANA PENGGUNA WAKTU TARIF
Pagi/Sore | Rp. 100.000,-
Pemerintahan, Per Jam
Sosial, Latihan
1 | Lapangan Tenis Olahraga Malam Rp. 200.000,-
Indoor Telaga Per Jam
Kramat Pagi/Sore | Rp. 200.000,-
Bisnis, Per Jam
Komersial
Malam Rp. 300.000,
Per Jam
Pagi/Sore | Rp. 1.000.000,-
Pemerintah, Per Jam
Sosial, Latihan
Olahraga Malam Rp. 1.300.000,-
2 | Lapangan Sepak Per Jam
Bola Datu Adil Pagi/Sore | Rp. 1.200.000,-
Bisnis, Per Jam
Pertunjukan,
Komersial
Malam Rp. 1.500.000,-
Per Jam
Pemerintah, Sekali Rp. 1.000.000,-
Sosial, Latihan | Pakai
3 | Stadion Datu Adil | Olahraga (Maksimal
bagian luar 3 Jam)
Pagi/Sore |Rp. 300.000,-
Bisnis, Per Jam
Pertunjukan,
Komersil Malam Rp. 500.000,-
Per Jam
Pemerintah,
4 | Pemakaian Stand | Sosial, Latihan | Per hari Rp. 250.000,-
Pameran Per Olahraga
Petak (Stadion Bisnis,
Datu Adil) Pertunjukan, Per hari Rp. 400.000,-
Komersil
S5 | Lapangan Basket | Pemerintah, Pagi/Sore | Rp. 500.000,-
Abdi Praja Kantor | Sosial, Latihan | Per hari
Walikota Tarakan | Olahraga
Malam Rp. 50.000,-
(Pemakaian
Lampu) Per
Jam
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Bisnis, Pagi/Sore | Rp. 1.000.000,-
Pertunjukan, Per hari
Komersil
Malam Rp. 50.000,-
(Pemakaian
Lampu) Per
Jam
6 | Kolam Renang Pemerintah, Sekali Rp. 5.000,-
Wisma Patra Sosial, Latihan masuk
Tarakan Olahraga
Bisnis, Sekali Rp. 10.000,-
Pertunjukan, masuk
Komersil

B. Tempat Rekreasi dan Pariwisata atau Pariwisata Alam di Kota
Tarakan:

No

Tempat Rekreasi

Besarnya Tarif

Kawasan Konservasi
Mangrove Dan Bekantan
(KKMB)

a. Dewasa Rp. 3.000 / Orang / Sekali Masuk

b. Anak —anak (Dibawah Rp. 2.000 / Orang / Sekali Masuk

Usia 12 Tahun )

c. Wisatawan Mancanegara | Rp. 5.000 / Orang / Sekali Masuk

/ Warga Negara Asing

Pantai Amal Rp.1.000 / Orang / Sekali Masuk

Agrowisata Karungan

Embung Persemaian

Rp.1000 / Orang / Sekali Masuk

Rp.1.000 / Orang / Sekali Masuk

WALIKOTA TARAKAN,

H. UDIN HIANGGIO
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LAMPIRAN VIII : PERATURAN DAERAH KOTA TARAKAN NOMOR 2 TAHUN
2012 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA

RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI

USAHA DAERAH

NO JENIS BENIH / BIBIT BESARNYA TARIF
A. | Tanaman Pangan
1. | Ubi Kayu Rp. 500,- / Stek
2. | Ubi Jalar Rp. 500,- / Stek
3. | Jagung Rp. 500,- / Stek
B. | Hortikultura
1. | Durian Rp. 15.000,- /Pohon
2. | Mangga Rp. 15.000,- /Pohon
3. | Jeruk Rp. 15.000,- /Pohon
4. | Rambutan Rp. 15.000,- /Pohon
S. | Terap Rp. 15.000,- /Pohon
6. | Salak Rp. 15.000,- /Pohon
7. | Nangka Rp. 15.000,- / Pohon
8. | Lai Rp. 15.000,- / Pohon
9 | Cempedak Rp. 15.000,- / Pohon
10. | Belimbing Rp. 15.000,- / Pohon
11. | Sirsak Rp. 15.000,- / Pohon
C | Perkebunan

1. Kopi Rp. 17.500,-/pohon

2.Jambu Mente Rp. 5.000,- pohon

3.Kelapa Rp. 17.000,-/pohon

4. Panili Rp. 9.500,-/pohon

S.Tebu Rp. 10.000,-/stek
D. | Tanaman Hias
1. | Bunga Anggrek Rp. 5.000,- / Tangkai
2. | Kantong Semar Rp. 50.000,- / Pot
3. | Tanaman Hias Non Anggrek Rp. 50.000,- / Pot
4. | Anggrek Rp. 50.000,- / Pot
S | Kaktus Rp. 10.000,-/Pot
E. | Tanaman Obat
1. | Tanaman Obat - Obatan Rp. 2.500 / rumpun
F. | Peternakan
I. | Ternak
1. | Ayam Nunukan Rp. 50.000,- / Kg BH
2. | Ayam Kampung Rp. 30.000,- / Kg BH
3. | Itik Rp. 30.000,- / Kg BH
4. | Entog Rp. 30.000,- / Kg BH
5. | Ayam Potong Rp. 20.000,- / Kg BH
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6. | Ayam Petelur Rp. 75.000,- / Kg BH
7. | Sapi Rp. 28.000,- / Kg BH
8. | Kerbau Rp. 30.000,- / Kg BH
9 | Kambing Rp. 70.000,- / Kg BH
10. | Domba 70.000,- / Kg
BH
11. | Kelinci 50.000,- / Kg
BH
II. | Hasil Ternak
1. | Telur Ayam Kampung Rp. 1.500,- / Butir
2. | Telur Ayam Ras Rp. 750,- / Butir
3. | Telur Itik / Entog Rp. 1.500,- / Butir
III. | Pakan
1. | Pakan Ayam Buras Rp. 4.000,- / Kg
2. | Pakan Bebek Rp. 4.000,- / Kg
3. | Pakan Ayam Ras Rp. 5.000,- / Kg
IV | Hijauan
1. | Bibit Rumput Rp. 400,- / Stek
2. | Kacang- Kacangan Rp. 750,- / Stek
V | Hasil Sampingan
1. | Pupuk Organik Rp. 1.000,- / Kg

G. Perikanan :

1. | Ikan Lele 2 - 3cm Rp. 200,- / ekor;
2. | Ikan Mas 2 - 3cm Rp. 200,- / ekor;
3. | Ikan Nila 2 - 3cm Rp. 200,- / ekor;
4. | Ikan Mujair 2 - 3cm Rp. 50,- / ekor;
S. | Ikan Bandeng 2 - 3cm Rp. 100,- / ekor;
(Nener)
6. | Ikan Patin 2 - 3cm Rp. 200,- / ekor;
7. | Kepiting - Rp. 5.000,- / kg;
8. | Udang Galah - Rp. 100,- / ekor;
9. | Udang Windu PL 30 Rp 30,-/ ekor;
(Benur)
10. | Rumput Laut - Rp 2500,-/kg;
WALIKOTA TARAKAN,
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